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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam Disertasi ini maka peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efektifitas fungsi Bapemperda dalam proses pembentukan peraturan 

daerah yang terdiri atas subfokus penelitian yakni; a) Karakteristik 

organisasi sudah baik, hanya perlu ada pengembangan secara 

berkelanjutan guna menjadikan fungsi Bapemperda lebih efektif; b) 

Karakteristik Lingkungan merupakan indikator penelitian di 

Bapemperda sudah baik karena ada dukungan dari semua unsur yang 

berkaitan dengan Bapemperda DPRD Bone Bolango; c) Karakteristik 

Pekerja (Individu) di Bapemperda menunjukan sudah baik, hanya saja 

perlu ada sinergitas kesamaan persepsi serta pemahaman mengenai 

tugas dan tanggung jawab, dan; d) Kebijakan dan Praktik Manajemen 

menunjukan belum maksimal. 

2. Faktor-faktor yang menentukan efektifitas fungsi Bapemperda dalam 

pembentukan peraturan daerah yang terdiri atas sub fokus penelitian; 

a) Faktor SDM menunjukan belum maksimal, hal ini terlihat dari 

pemahaman fungsi legislasi anggota Bapemperda belum merata; b) 

Faktor Penganggaran sudah baik, namun Bapemperda cenderung 

kurang serius dalam mengelola anggaran yang dalam 
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perencanaannya tidak sejalan dengan realisasi serapan anggaran 

setiap tahunnya; c) Faktor Mekanisme kerja terlihat sudah cukup baik, 

hanya perlu peningkatan kerja sama dalam memadukan mekanisme 

kerja fungsi Bapempreda; d) Faktor Sumberdaya menunjukan 

cenderung belum maksimal, terlihat dari kurangnya dukungan fasilitas 

dan tenaga ahli, kedepannya diharapkan mendapat porsi lebih, dan; e) 

Faktor Masyarakat dan Pemerintah Daerah menunjukan sudah baik, 

hanya saja masih ada persepsi dari sebagian masyarakat terkait akses 

informasi yang bisa diperoleh mayarakat masih terbatas. 

 

B. Implikasi 

Berorientasi pada simpulan diatas maka peneliti dapat merumuskan 

implikasi sebagai berikut: 

1. Efektivitas fungsi bapemperda dalam pembentukan rancangan 

peraturan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bone Bolango perlu menekankan pada pentingnya peran serta 

masyarakat dalam merumuskan Peraturan Daerah 

2. Faktor-faktor yang menentukan efektivitas penyusunan propemperda 

dalam pembentukan peraturan daerah pada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango harus mempertimbangkan 

aspek the right man on the right place, dalam artian anggota 

Bapemperda harus diisi oleh SDM yang paham akan proses 

pembentukan Perda 
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C. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian diatas maka dapat dirumuskan 

beberapa saran penelitian yaitu: 

1. Diharapkan Bapemperda DPRD Bone Bolango meningkatkan 

efektifitas fungsinya dengan peningkatan pengetahuan anggota terkait 

fungsi legislasi melalui pendidikan dan pelatihan. 

2. Memberikan motivasi bagi anggota Bapemperda dengan memfasilitasi 

kebutuhannya dalam meningkatkan kemampuan secara struktural dan 

teknis dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Perda yang 

di tetapkan. 

3. Selalu melibatkan semua unsur terkait guna jejaring kerja sama serta 

informasi valid terkait masalah dan kebutuhan masyarakat. 

4. Amanah dan mampu menjadi representasi masyarakat dalam 

menyambungkan aspirasi melalui produk kebijakan yang berpihak 

pada kebutuhan publik. 
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